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KEBERHASILAN empat mahasiswa

UIN Suka selaku pemohon dalam consti-

tutional judicial review perkara MK

Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi mo-

mentum demokrasi yang fenomenal se-

panjang sejarah. Setidaknya dapat dili-

hat dari dua hal yang menjadi penanda

bahwa perkara konstitusional tersebut

menjadi perbincangan penting. Pertama,

objectum litis yang menjadi objek pengu-

jian tersebut adalah perkara yang

menyita perhatian rakyat Indonesia

yang hidup dalam alam demokrasi, yaitu

ambang batas pencalonan presiden dan

wakil presiden dengan berbasis pada

angka 20 persen dari jumlah kursi di

DPR atau 25 persen perolehan suara sah

secara nasional pada pemilu periode se-

belumnya. Presidential threshold telah

menjadi berhala pemilu yang menye-

satkan demokrasi electoral sejak pemi-

lihan presiden langsung. 

Kedua, subjectum litis yaitu pemohon

pengujian norma pasal 222 UU Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

adalah mahasiswa yang masih belajar di

semester tujuh Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Suka. Mahasiswa adalah

kelompok menengah secara sosial dan

pengetahuan, dalam sejarah republik ini

pernah menempati posisi penting dalam

perubahan politik karena modal sosial

dan intelektual yang mengedepankan

critical thinking dalam berhadap-hadap-

an dengan kekuasaan. Dalam peralihan

kekuasaan dari Orde Lama ke Orde

Baru, peran mahasiswa sangat sentral

dalam parlemen jalanan yang mengon-

trol keluasaan Orde Lama yang meng-

arah pada despotisme. Setelah Orde

Baru berkuasa lebih dari 30 tahun dan

diwarnai praktek korup dan nepotisme,

mahasiswa pada tahun 1998 menjadi

penggerak reformasi. Pasca reformasi,

perlahan peran aktivisme kampus redup

karena tergantikan oleh kebebasan pers

dan kebebasan berserikat melalui LSM

atau NGO yang merupakan jebolan ak-

tivis kampus juga. Pasang surut ak-

tivisme mahasiswa dan dinamika kam-

pus, seolah mendapat angin segar pasca

konsolidasi demokrasi. Harapan baru ge-

rakan mahasiswa dan aktivisme kam-

pus sekarang adalah melalui jalur consti-

tutional judicial review di Mahkamah

Konstitusi.

Aktivisme mahasiswa saat ini tidak

hanya mereplikasi gerakan jalanan se-

bagaimana para pendahulunya yang ter-

bukti sukses dalam beberapa aksi dan

mimbar bebas untuk memengaruhi kebi-

jakan yang strategis di mata rakyat.

Sejak MK berdiri tercatat lebih dari 20

perkara yang menghadirkan keterli-

batan mahasiswa sebagai pemohon

karena merasa hak-hak konstitusional-

nya dirugikan atas norma-norma dalam

undang-undang tertentu. Berikut be-

berapa bukti bahwa mahasiswa berpar-

tisipasi dalam mengajukan judicial re-

view ke MK. Pertama, Anbar Jayadi

(2014) mahasiswa FH UI mengajukan

pasal perkawinan beda agama dalam

UU Perkawinan, memohon kepada MK

untuk menafsirkan dan memberikan

kepastian hukum atas norma perkaw-

inan beda agama. Kedua, mahasiswa

dari Universitas Kristen Indonesia

Bernama Eliadi Hulu dan Ruben

Saputra Hasiholan, keduanya aktivis

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

(GMNI) yang mengajukan pengujian

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

setelah ditilang polisi karena tidak

menyalakan lampu sepeda motor. Upaya

hukum ke MK dari kedua mahasiswa ini

mendapat dukungan penuh dari pimpin-

an kampusnya. Ketiga, mahasiswa dari

Universitas Gadjah Mada, Felix Junardi

dan Winata yang menyoal norma menge-

nai hak kepemilikan atas tanah dalam

UU Keistimewaan DIY. Keempat, pen-

gujian UU Pemberantasan Tipikor yang

diajukan oleh mahasiswa dari beragam

kampus, di antaranya dari Fakultas

Hukum UGM dan Universitas Sahid

Jakarta, bersama beberapa dosen dan

pemohon lain dalam petitum-nya me-

nuntut penerapan pidana mati bagi

pelaku tindak pidana korupsi

atas dana-dana penanggu-

langan bencana. Kelima, pada

24 September 2019 terdapat

190 pemohon dalam pengujian

terhadap UU KPK hasil revisi

yang substansinya mele-

mahkan KPK secara institu-

sional. Dari 190 pemohon

tersebut, 183 pemohon bersta-

tus sebagai mahasiswa dari

berbagai perguruan tinggi.

Walaupun akhirnya melalui

putusan Nomor 57/PUU-

XVII/2019 MK menyatakan

permohonan tidak dapat dite-

rima dengan alasan error in

objecto (permohonan yang

salah objek) karena kesalahan

menyebut nomor undang-un-

dang. Dari 20 lebih perjuang-

an jalur konstitusional ke lem-

baga pengawal demokrasi (the

guardian of democracy) terse-

but yang paling fenomenal dan berse-

jarah adalah empat mahasiswa Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Suka: Enika

Maya Octavia, Rizki Maulana Syafei,

Tsalis Khoirul Fatna dan Faisal Amirul

Haq, yang permohonannya dikabulkan

seluruhnya oleh MK sehingga meng-

akhiri rezim presidential threshold.

Keempatnya mahasiswa dari keluarga

orang biasa, orangtuanya bukan pejabat

negara yang terafiliasi dengan

kekuasaan dan partai politik.

MK melalui “ijtihad konstitusional”

sembilan hakimnya harus selalu mem-

buka ruang-ruang bagi partisipasi ma-

hasiswa dan student movement untuk

ikut mengawal tegaknya keadilan kon-

stitusi. Jika sejarah judicial review

bermula pada tahun 1803 dari kasus

para pejabat tinggi negara di AS, yakni

William Marbury selaku hakim agung

melawan James Madison seorang

menteri sekretaris negara (Secretary of

State), di tangan Chief Justice AS berna-

ma John Marshall justru membatalkan

ketentuan yang mengatur wewenang

MA untuk menerbitkan writ of man-

damus kepada eksekutif sebagaimana

diatur dalam Judiciary Act 1789 karena

bertentangan dengan prinsip separation

of power. Maka perkembangan di

Indonesia sekarang ini, constitutional ju-

dicial review adalah jalan bagi rakyat

biasa, yang di dalamnya terdapat maha-

siswa, bukan hanya jalan khusus untuk

para penguasa bertarung berebut ja-

batan dan sumber daya alam.  ❑-f

*) Gugun El Guyanie, Kaprodi

Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah

dan Hukum UIN Suka Yogyakarta.

Kekerasan Seksual, Ancaman Anak Indonesia Emas

Gugun El Guyanie

Mendes PDT janji sikat kades yang
selewengkan dana desa.

-- Termasuk bekingnya.

***

Dugaan korupsi pagar laut dila-
porkan ke KPK.

--   Berharap segera ditindaklan-

juti.

***

Kasus pergerakan tanah di
Banjarnegara, warga perlu dievakuasi.

-- Pemerintah harus sediakan

tanah pengganti.

Jalan Baru ‘Judicial Review’

TAHUN 2025 baru dilalui sebulan.

Presiden Prabowo 28 Januari lalu genap

100 hari berkuasa. Yang membuat miris,

beberapa kasus kekerasan terhadap

anak, khususnya kekerasan seksual

terungkap. Kian membuat miris, pelaku

dari orang terdekat bahkan termasuk

guru meski juga ada orang tak dikenal.

Anak-anak menjadi korban kekerasan

seksual di tempat sekolah, di rumah

pelaku bahkan rumah sendiri.

Di Grobogan Jawa Tengah, siswa kelas

9 sebuah SMP diperkosa gurunya dan

terpergok tetangga yang menjadi

saksi mata. Sedang dari pelbagai

data media selama Januari 2025

di Serang Banten dan di

Tasikmalaya Jawa Barat sudah

terungkap masing-masing 5 kasus

kekerasan seksual pada anak. Di

Lombok Tengah NTB terdapat 4

kasus.

Data BPS 2021 mengungkap

jumlah anak Indonesia sekitar 80

juta jiwa. Dari angka tersebut ti-

dak dapat dipastikan secara

mendetail berapa jumlah anak

yang mengalami kekerasan apala-

gi kekerasan seksual. Namun data

yang diinput Simfoni 1 Januari

2025 dan masih berlangsung hing-

ga kini — mengungkap jumlah ka-

sus (diunduh 25/1 : 08.00) menca-

pai 1.283 kasus dengan korban

perempuan anak 1.115 dan anak

lelaki 285. Relasi kuasa, budaya

diam, budaya permisif, dampak

negatif jika melapor bahkan ketidak-

tahuan ke mana dan bagaimana cara

melapor, menjadi hal yang masih meng-

hambat anak melaporkan kekerasan.

Apalagi kekerasan seksual yang dialami.

***

KETUA Komnas Perlindungan Anak

Aris Merdeka Sirait dalam laman KPAI

(Agustus 2014) menyebutkan, Indonesia

layak disebut dalam kondisi darurat ke-

kerasan seksual terhadap anak.

Mengingat kasusnya terus terjadi,

angkanya terus beranjak naik dan se-

barannya pun merata. Menurut Aris

62% kasus kekerasan terhadap anak

adalah kekerasan seksual. Kian memri-

hatinkan, ketika sebarannya bukan ha-

nya merupakan kasus perkotaan na-

mun sudah ke pedesaan.

Sementara laman Simfoni KPP-PA

(30/12/2024) mengungkap, dalam lima

tahun terkhir jumlah kasus kekerasan

terhadap anak terus melesat. Pada

2020 tercatat 11.264 kasus. Tahun 2021

naik menjadi 11.446 kasus. Setahun ke-

mudian (2022) melonjak menjadi 16.106

kasus. Tahun 2023 kekerasan anak

mencapai 18.175 kasus. Tahun 2024

mencapai 28.831 kasus. Membuat miris,

kala Simfoni mengungkap gambaran

lebih jelas bila 80% kekerasan pada

anak adalah kekerasan seksual, dengan

korban sebagian besar anak perem-

puan. Meski sekarang kasus korban

anak lelaki juga terus bermunculan.

Kekerasan anak adalah masalah

serius dan terus terjadi. Angka kasus

dan korban pun terus meningkat.

Terakhir yang cukup menghebohkan

adalah kasus di Tambun Selatan

Bekasi, ketika bocah 3,9 tahun harus

tewas di tangan orangtuanya. Sulit di-

pahami, orangtua yang mestinya adalah

pelindung pertama dan utama anak ter-

nyata tega menyiksa anak bahkan anak

balitanya hingga meregang nyawa atau

justru memerkosa anak remajanya.

***

KEKERASAN terhadap anak, kian

mengkhawatirkan. Kekerasan seksual

anak, adalah ancaman besar anak

menghadapi Indonesia Emas. Bahkan

berpotensi melahirkan masalah baru

mengingat dampak jangka panjangnya

yang sangat serius. Anak-anak yang

mengalami kekerasan berisiko meng-

alami kecacatan fisik dan berpotensi

menjadi pelaku kekerasan di kemudian

hari. Sementara korban kekerasan sek-

sual berpotensi mengalami gangguan

mental yang berdampak jangka pan-

jang.

Relasi kuasa yang tidak im-

bang antara pelaku dan korban

menjadi kunci meningkatnya

angka kekerasan seksual ter-

hadap anak. Banyak kasus ke-

kerasan seksual terhadap anak

dilakukan orang terdekat di

rumah, seperti orangtua atau

orang yang dihormati : guru,

pemuka agama. Sementara

penyalahgunaan teknologi in-

formasi juga turut menumbuh-

suburkan kasus kekerasan sek-

sual pada anak.

Persoalan serius ini harus

menjadi perhatian dan kepedu-

lian semua pihak. Sudah ada

Undang-undang No 35/2014

tentang Perlindungan Anak

serta Instruksi Presiden No

5/2014 tentang Gerakan

Nasional Anti-kejahatan Sek-

sual Anak juga mengama-

natkan peran serta masyarakat dalam

perlindungan anak. Instrumen yang

mengatur sudah ada. Tinggal aksi un-

tuk menyelamatkan anak-anak dari an-

caman serius ini. ❑-f

*) Fadmi Sustiwi, jurnalis pemer-

hati dan peduli kesetaraan.

Fadmi SustiwiDugaan Korupsi Pagar Laut
KETUA KPK periode 2011-

2015 Abraham Samad mela-
porkan dugaan korupsi penerbit-
an sertifikat Hak Guna Bangunan
(HGB) dan Hak Milik (HM) pagar
laut sepanjang 30,16 kilometer di
Perairan Kabupaten Tangerang,
Banten (KR 1/2). Diduga pener-
bitan sertifikat tersebut sarat de-
ngan korupsi dan nepotisme.
Sebelumnya Kementerian
ATR/BPN juga telah mencabut
sebagian sertifikat di Desa
Kohod, Tangerang, Banten.
Aroma ketidakberesan dalam

penerbitan sertifikat di perairan
Tangerang ini sebenarnya sudah
tercium sejak dilakukan pema-
garan sepanjang 30,16 km yang
awalnya diklaim swadaya nela-
yan. Nelayan asli membantah la-
kukan pemagaran, apalagi me-
reka tak punya dana untuk keper-
luan itu. Mereka justru mengeluh
pemagaran tersebut meng-
hambat nelayan mencari ikan.
Akhirnya, terungkap bahwa

pemagaran laut di Tangerang
menyimpan pelbagai masalah,
bahkan sarat dengan praktik cu-
rang, korupsi dan suap
menyuap. Presiden Prabowo
pun memerintahkan langsung
pencabutan pagar laut di
Perairan Tangerang, Banten. Tak
diragukan lagi, proses pema-
garan laut serta penerbitan ser-
tifikat HGB dan HM di kawasan
tersebut sangat bermasalah dan
harus diusut tuntas.
Namun, fenomena yang kita

saksikan, para pengambil kebi-
jakan seolah ingin lempar tang-
gung jawab. Ada kesan seolah
yang melakukan kesalahan
adalah pejabat di level bawah,
antara lain BPN setempat. Juga,
Kepala Desa Kohod, Arsin, yang
kini menghilang setelah kasus
pagar laut mencuat, tepatnya
setelah berdebat dengan Menteri
ATR/BPN Nusron Wahid.
Secara kasat mata memang

ada yang aneh dari keseharian
Kades Kohod yang di rumahnya
punya mobil mewah dan banyak
kendaraan bermotor bahkan
menyerupai show room, kehi-
dupan yang sangat mewah untuk
ukuran kepala desa.

Terlepas itu, Kades Kohod la-
yak dimintai keterangan terkait
kepemilikan barang mewah ter-
sebut. Pun patut dicurigai meng-
apa yang bersangkutan menghi-
lang.
Dalam konteks itulah kita meni-

lai permintaan Abraham Samad
dan Koalisi Masyarakat Anti-
korupsi kepada KPK untuk men-
gusut kasus pagar laut sangat
relevan. Pencabutan pagar laut
serta pencabutan sertifikat HGB
dan HM di kawasan tersebut tak
serta merta membuat kasusnya
selesai. Sebaliknya justru menja-
di awal atau pintu masuk untuk
mengungkap kasus yang lebih
besar, yakni siapa di balik semua
itu.
Kita melihat ada penyalahgu-

naan wewenang dalam kasus
pagar laut di Tangerang. Bahwa
ada dugaan keterkaitan dengan
rezim sebelumnya, karena serti-
fikat HGB dan HM diterbitkan se-
masa Presiden Jokowi, tentu
masih harus didalami. Kiranya
tak terlalu sulit bagi KPK untuk
menelusuri dugaan korupsi, grat-
ifikasi maupun suap menyuap
dalam kasus pagar laut. Bahkan,
kasus tersebut dapat ditarik ke
lingkup yang lebih luas, misalnya
terkait kebijakan pembangunan
proyek strategis nasional (PSN),
antara lain Pulau Indah Kapuk
(PIK) 2 yang kini sedang jadi
sorotan publik.
Kita sangat memahami bahwa

korupsi dapat terjadi di ranah ke-
bijakan yang kemudian ber-
dampak pada kerugian keuang-
an negara. Namun untuk mem-
buktikannya tentu dibutuhkan da-
ta yang akurat, termasuk dalam
proses pengambilan kebijakan.
Yang jelas, korupsi selalu meli-
batkan orang lain maupun korpo-
rasi, atau sering kita kenal de-
ngan istilah korupsi berjamaah.
Dalam konteks itu, kita men-
dorong KPK untuk berani meng-
ungkap siapapun yang terlibat
dalam kasus tersebut. Apalagi
Presiden Prabowo telah mem-
beri instruksi tegas terkait kasus
pemagaran laut di Perairan
Tangerang, tak ada yang kebal
hukum.  ❑-f

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis dan
mengirimkan artikel untuk SKH Kedau-
latan Rakyat. Selanjutnya redaksi ha-
nya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang
tulisan antara 550  - 600 kata, dengan
mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan fo-
tocopy identitas. Terimakasih. 
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